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sendiri; dan jika kamu berbuat jahat, maka (kerugian kejahatan) itu untuk dirimu 
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(QS. Al-Isra [17]: 7) 
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Kebebasan berekspresi merupakan hak konstitusional yang dijamin oleh Pasal 28E 
ayat (2) dan (3) serta Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945. Dalam perkembangan kontemporer, kebebasan berekspresi telah 
merambah ke berbagai medium, termasuk karya seni dan musik. Pada Februari 
2025, Indonesia dihadapkan pada persoalan klasik yang belum pernah tuntas: batas 
antara kebebasan berekspresi dan pembatasan yang dibenarkan secara hukum. 
Peristiwa ini bermula dari popularitas lagu “Bayar Bayar Bayar” karya duo electro-
punk asal Purbalingga bernama Sukatani, yang memuat lirik satir menggambarkan 
praktik pungutan liar yang diatribusikan kepada oknum kepolisian. Lagu tersebut 
viral di berbagai platform media sosial, namun pada 14 Februari 2025 tiba-tiba 
hilang dari seluruh platform streaming digital. Berselang beberapa hari, kedua 
personel Sukatani mengunggah video permohonan maaf yang ditujukan kepada 
Kapolri dan institusi Polri, yang belakangan terungkap merupakan imbas dari 
proses “klarifikasi” oleh Direktorat Tindak Pidana Siber (Ditressiber) Kepolisian 
Daerah Jawa Tengah. Peristiwa ini memunculkan dua rumusan masalah: pertama, 
bagaimana pengaturan kebebasan berekspresi melalui musik dalam perspektif 
Hukum Tata Negara Indonesia; dan kedua, apakah pembatasan terhadap ekspresi 
melalui lagu “Bayar Bayar Bayar” dapat dibenarkan secara konstitusional 
berdasarkan prinsip proportionality test. 
  
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif batasan 
konstitusional terhadap kebebasan berekspresi melalui musik dalam sistem hukum 
Indonesia, serta untuk mengkaji dan menilai secara yuridis apakah pembatasan 
terhadap ekspresi melalui lagu “Bayar Bayar Bayar” dapat dibenarkan secara 
konstitusional dengan menggunakan prinsip proportionality test sebagai alat 
analisis. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan tipe 
penelitian hukum doktrinal yang bersifat deskriptif analitis. Pendekatan yang 
digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) dengan 
menelaah UUD NRI 1945, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, dan UU 
Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan ICCPR; serta pendekatan kasus (case 
approach) dengan menelaah kasus pembatasan lagu “Bayar Bayar Bayar” dan 
membandingkannya dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan. Teknik 
pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap bahan 
hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan. 
  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan kebebasan berekspresi melalui 
musik dalam hukum tata negara Indonesia memiliki fondasi konstitusional yang 
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secara normatif sudah kuat. Pasal 28E ayat (2) dan (3) serta Pasal 28F UUD NRI 
1945 memberikan jaminan berlapis yang diperkuat oleh Pasal 23 ayat (2) UU 
Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan kewajiban internasional dari ratifikasi 
ICCPR melalui UU Nomor 12 Tahun 2005. Namun fondasi yang kokoh ini 
menyimpan retakan serius: tidak ada satu pun regulasi yang secara khusus 
menempatkan ekspresi artistik sebagai kategori dengan standar perlindungan lebih 
tinggi dibandingkan ekspresi biasa. Musik diperlakukan sama dengan ujaran pada 
umumnya, padahal ia memiliki fungsi demokratis yang berbeda dan lebih kompleks 
sebagai medium kritik sosial, pembentuk identitas kolektif, dan katalisator 
kesadaran publik. Kekosongan normatif inilah yang melahirkan ketidakpastian 
hukum dan mendorong terjadinya chilling effect di kalangan seniman, di mana para 
pencipta karya seni menahan diri atau melakukan self-censorship yang melampaui 
batas yang sebenarnya ditentukan oleh hukum. 
  
Berdasarkan pengujian menggunakan proportionality test empat tahap, pembatasan 
terhadap ekspresi lagu “Bayar Bayar Bayar” tidak dapat dibenarkan secara 
konstitusional. Pada tahap legitimate aim, tidak pernah ada tujuan sah yang 
dinyatakan secara resmi; tidak ada penetapan tersangka, tidak ada surat perintah, 
dan tidak ada proses hukum formal. Bahkan apabila tujuannya diasumsikan sebagai 
perlindungan reputasi institusi Polri, doktrin HAM internasional menegaskan 
bahwa institusi negara tidak dapat memiliki klaim reputasi yang setara dengan 
individu terhadap kritik melalui seni satir. Pada tahap suitability, penarikan paksa 
lagu justru melahirkan efek Streisand yang mempermalukan institusi jauh lebih 
luas. Pada tahap necessity, terdapat banyak alternatif lebih ringan yang tersedia 
namun tidak satu pun ditempuh, seperti hak jawab publik, pernyataan resmi 
institusi, maupun dialog terbuka dengan seniman. Pada tahap proportionality 
stricto sensu, nilai demokratis lagu sebagai suara publik atas keresahan nyata 
terhadap praktik sistemik jauh melampaui kepentingan institusi untuk bebas dari 
kritik. Dengan demikian, pembatasan tersebut bertentangan dengan Pasal 28E ayat 
(2) dan (3), Pasal 28F, dan Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945, serta Pasal 19 ICCPR. 
Lebih jauh, mekanisme pembatasan melalui jalur “klarifikasi” informal juga 
melanggar prinsip prescribed by law yang mensyaratkan setiap pembatasan hak 
konstitusional harus jelas, dapat diprediksi, dan tunduk pada pengawasan yudisial. 
Atas dasar itu, penelitian ini merekomendasikan agar DPR dan Pemerintah 
membentuk regulasi khusus perlindungan ekspresi artistik dan melakukan 
harmonisasi UU ITE dengan UU HAM; Polri membangun protokol resmi dalam 
merespons karya seni yang mengkritik institusi; serta Mahkamah Konstitusi 
mengeksplisitkan prinsip proporsionalitas sebagai doktrin yang dinyatakan secara 
tegas dalam putusan-putusannya. 
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ABSTRAK 

Penelitian ini mengkaji batasan konstitusional terhadap kebebasan berekspresi 
melalui musik di Indonesia dengan mengambil kasus penarikan lagu “Bayar Bayar 
Bayar” karya Sukatani pada Februari 2025 sebagai objek kajian. Permasalahan 
yang diteliti adalah: (1) bagaimana pengaturan kebebasan berekspresi melalui 
musik dalam perspektif Hukum Tata Negara Indonesia; dan (2) apakah pembatasan 
terhadap lagu tersebut dapat dibenarkan secara konstitusional berdasarkan 
proportionality test. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif-doktrinal 
bersifat deskriptif analitis, dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, 
dan kasus. 
  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pertama, pengaturan kebebasan berekspresi 
melalui musik dalam sistem hukum Indonesia bersifat tersebar dan tidak spesifik 
bagi ekspresi artistik, sehingga melahirkan celah normatif yang mendorong chilling 
effect bagi seniman; kedua, pembatasan terhadap lagu “Bayar Bayar Bayar” gagal 
memenuhi keempat tahap proportionality test legitimate aim, suitability, necessity, 
dan proportionality stricto sensu sehingga tidak dapat dibenarkan secara 
konstitusional dan bertentangan dengan Pasal 28E ayat (2) dan (3), Pasal 28F, serta 
Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945 dan Pasal 19 ICCPR. Mekanisme pembatasan 
melalui jalur “klarifikasi” informal juga melanggar prinsip prescribed by law. 
 
Kata Kunci (keyword): Kebebasan Berekspresi, Musik, Batasan Konstitusional, 
Proportionality Test, Sukatani. 
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